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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah, dalam 

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah. 

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabulitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, pada komponen Pengukuran Kinerja dengan 

bobot 25%, yang dinilai/dievaluasi meliputi : 

1. Pedoman Teknis Evaluasi AKIP Internal; 

2. Evaluasi AKIP Internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat 

daerah; 

3. Evaluasi AKIP Internal dilaksanakan secara berjenjang. 

Dalam pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 

dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya memiliki 

pendalaman yang memadai. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal digunakan 

untuk perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil 

Evaluasi AKIP Internal agar dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja 

untuk mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja. 

 

B. Dasar Hukum 

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

 



 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

C. Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan dari Monitoring dan Evaluasi AKIP ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Memperoleh informasi mengenai Implementasi Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); 

2. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil Evaluasi AKIP periode 

sebelumnya dan penyempurnaan dokumen AKIP Bappedalitbang 

Kota Palangka Raya. 

 

D. Manfaat Evaluasi AKIP Internal 

1. Rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP yang telah ditindaklanjuti 

menunjukkan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; 

2. Menunjukkan peningkatan implementasi SAKIP dengan 

melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Evaluasi AKIP 

Internal; 

3. Hasil dari Evaluasi AKIP Internal dimanfaatkan dalam efektifitas dan 

efisiensi kinerja. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II  

PRINSIP DAN TAHAPAN EVALUASI AKIP INTERNAL 

 

A. Pengertian Evaluasi AKIP Internal 

Evaluasi AKIP Internal adalah kegiatan yang dilakukan untuk monitoring 

dan mengevaluasi capaian kinerja secara berjenjang setiap triwulan. 

 

B. Prinsip Monitoring Evaluasi AKIP Internal 

Monitoring Evaluasi AKIP Internal digunakan sebagai dasar untuk 

menilai tingkat ketercapaian (keberhasilan/kegagalan) kinerja yang 

diperjanjikan, yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan 

misi unit kerja. Monitoring Evaluasi AKIP Internal dimaksud merupakan 

hasil dari penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. Dengan adanya informasi kinerja yang lengkap, unit kerja 

dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki 

kegagalan, mempertahankan keberhasilan, dan meningkatkan kinerja. 

Dalam melakukan pengkuran kinerja, hal penting yang harus dilakukan 

adalah : 

1. Pengumpulan data kinerja dilakukan untujk mendapatkan data yang 

akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang bergunan bagi 

pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja unit kerja. 

Untuk itu perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja di 

setiap unit kerja yang mampu mengintegrasikan data kinerja dari unit-

unit yang bertanggungjawab dalam pencapaian kinerja; 

2. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap target-target kinerja yang telah 

diperjanjikan oleh pimpinan unit kerja. Hasil pengukuran kinerja 

merupakan sumber data kinerja yang akan digunakan dalam 

penyusunan laporan kinerja; 

3. Evaluasi AKIP Internal dilakukan dengan membandingkan tingkat 

capaian kinerja yang dicapai per triwulan dengan target indikator yang 

sudah ditetapkan; 

 

 



4. Laporan hasil Evaluasi AKIP Internal Bappedalitbang Kota Palangka 

Raya sekurang-kurangnya berisi : 

a. Target, realisasi dan capaian per triwulan 

b. Analis penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai 

target kinerja 

c. Alternatif solusi perbaikan. 

 

C. Tingkatan Monitoring Evaluasi AKIP 

Evaluasi AKIP Internal dilakukan pada tingkat : 

1. Unit Eselon II 

Evaluasi AKIP Internal Eselon II dilakukan pada capaian kinerja 

indikator Sasaran Bappedalitbang Kota Palangka Raya, yang 

dievaluasi setiap per triwulan. 

2. Unit Eselon III 

Evaluasi AKIP Internal Eselon III dilakukan pada capaian kinerja 

indikator Sasaran Program Strategis pada Bappedalitbang Kota 

Palangka Raya, yang dievaluasi setiap per triwulan. 

3. Unit Eselon IV 

Evaluasi AKIP Internal Eselon IV dilakukan pada capaian kinerja 

indikator Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Bappedalitbang Kota 

Palangka Raya, yang dievaluasi setiap per triwulan. 

Ukuran keberhasilan Unit Eselon II, III dan IV dalam menjalankan 

kegiatan diukur capaian kinerjanya pada level output dan output penting 

(hasil/outcome). Evaluasi AKIP Internal dilakukan untuk mengetahui 

sejauhmana pencapaian target indikator kinerja serta melihat faktor 

penghambat dan pendukung keberhasilan pencapaian kinerja 

Bappedalitbang Kota Palangka Raya. 

 

 

 

 

 

 



D. Langkah-Langkah Monitoring Evaluasi AKIP Internal 

Dalam melakukan Evaluasi AKIP Internal, perlu memperhatikan langkah-

langkah sebagai berikut : 

1. Menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian 

kinerja; 

2. Membandingkan realisasi dengan sasaran (target) kinerja yang 

dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja; 

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun berjalan 

dengan sasaran (target) kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam 

Rencana Strategis. 

E. Tata Cara Melakukan Monitoring Evaluasi AKIP 

Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat melakukan 

pengukuran kinerja adalah sebagai berikut : 

1. Pastikan status pada progress penyusunan Rencana Aksi “Renaksi 

Telah Ditandatangani” (Proses Renaksi telah selesai), serta pastikan 

data yang telah terinput pada rencana aksi sudah sesuai; 

2. Pastikan unit kerja telah melakukan pengumpulan data kinerja 

sebelum menginputkan  data pada aplikasi; 

3. Memperhatikan timeline penginputan pengukuran kinerja yang telah 

ditetapkan; 

4. Penginputan capaian dilakukan secara triwulan, yakni realisasi target 

pada triwulan dimaksud, progress kegiatan/aktivitas yang sudah 

dilakukan, kendala/ permasalahan serta strategi/tindak lanjut; 

5. Penginputan capaian yang dilakukan pada menu kinerja hanya 

capaian terhadap Perjanjian Kinerja serta Pengukuran capaian kinerja 

telah dilakukan; 

6. Setelah dilakukan pengukuran capaian kinerja dan di dapat hasil 

evaluasi, selanjutnya akan dilakukan analisis kegagalan dan 

keberhasilan atas hasil Evaluasi AKIP Internal. 

 

 

 

 



F. Definisi Operasional Pengukuran Kinerja  

Pengukuran Kinerja berdasarkan Peraturan Mentaeri PAN RB Nomor 53 

Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu 

dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan 

target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 

Bappedalitanng Kota Palangka Raya.  

 
Pengukuran Kinerja dilakukan dalam rangka untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pencapaian Indikator kinerja 

digunakan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentan Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

sebagai berikut : 

 

Skala Nilai Peringkat Kinerja 
 

No. 
INTERVAL NILAI REALISASI 

KINERJA 

KRITERIA PENILAIAN REALISASI 

KINERJA 

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 

2 76% ≤ 90% Tinggi 

3 66% ≤ 75% Sedang 

4 51% ≤ 65% Rendah 

5 ≤ 50% Sangat Rendah 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu 

indikator dapat dimaknai sebagai berikut : 

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan 

penilaian kinerja 

2. Hasil Sedang 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah 

memenuhi persyaratan minimal 

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum 

memenuhi/ masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 

 

Indikator Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya 

 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Deskripsi Indikator 

1. Meningkatnya 

Keselarasan 

Perencanaan Daerah 

1. Persentase RKPD 

yang selaras 

dengan RPJMD 

2. Persentase Renja 

yang selaras 

dengan Renstra 

1. Rencana Kerja Perangkat 

Daerah (RKPD) sebagai 

penjabaran Rencana 

Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) 

yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, 

prioritas pembangunan 

daerah serta rencana kerja 

dan pendanaan untuk 

jangka waktu satu tahun 

mengacu pada Rencana 

Kerja Pemerintah (RKP)  

dan program strategis 

2. Rencana Kerja (Renja) 

disusun setiap tahun dan 

menjadi bagian dari 

pelaksanaan Rencana 



Strategis (Renstra) yang 

disusun untuk jangka waktu 

lima tahun, mengikuti 

periode pemerintahan/ 

periode perencanaan 

tertentu 

2. Meningkatnya 

Kualitas 

Pengendalian 

Perencanaan 

Daerah 

 

Persentase 

realisasi capaian 

kinerja yang sesuai 

atau melebihi target 

Proses monitoring, 

pengawasan dan tindak 

lanjut pelaksanaan 

pembangunan agar dapat 

terlaksana sesuai dengan 

Program Pembangunan 

Daerah 

3. Meningkatnya 

Kualitas 

Perencanaan OPD 

Persentase OPD 

yang memiliki 

perencanaan yang 

baik 

Keselarasan sasaran yang 

sudah direncanakan dalam 

Renja juga masuk ke dalam 

rencana penganggaran 

dalam DPA 

4. Meningkatnya 

Kualitas Hasil 

Kelitbangan 

Persentase hasil 

litbang yang 

termanfaatkan 

Penelitian  yang dihasilkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

EVALUASI AKIP INTERNAL                              

 

Evaluasi AKIP Internal terhadap capaian target kinerja yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan unit kerja dilakukan dengan 

memanfaatkan instrumen berbasis sistem elektronik (Aplikasi EMONEV). 

Adapun tahapan pelaksanaan pengukuran kinerja pada aplikasi EMONEV adalah 

sebagai berikut : 

1. Login pada aplikasi Emonev melalui link : 

https://bappedakotapalangkaraya.emonev7.com/ 

2. Penginputan data kinerja dilakukan setiap triwulan 1, 2, 3 dan 4  

 

 

 

 

 

 

https://bappedakotapalangkaraya.emonev7.com/


 

 

 

Capaian Indikator Program Renstra 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi Proses Triwulan I 

 

 

 

Evaluasi Proses Triwulan II 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi Proses Triwulan III 

 

 

 

Evaluasi Proses Triwulan IV 

 

 

 

 

 

 

 

 



Evaluasi  AKIP Internal Kinerja Eselon II 

 

 

 

Evaluasi  AKIP Internal Kinerja Eselon III 

 

 

Evaluasi  AKIP Internal Kinerja Eselon IV 

 

 




